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Abstrak 

 

Aparatur pemerintah sebagai percontohan SDM dalam organisasi pemerintahan sangat 

penting bagi peningkatan produktivitas atau kemajuan organisasi tersebut dalam 
menyelenggarakan pelayanan public. Untuk itu di perlukan pemberdayaan sebagai sebuah 
kekuatan dalam meningkatkan kualitas semangat pegawai dalam melayani masyarakat. 

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan baik dalam instansi 
pemerintah maupun swasta. Sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu 

pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. 
Metode penelitian ini adalah metode kuantitantif dengan tipe penelitian penjelasan 
(eksplanatory) yaitu penelitian yang menyoroti hubungan antara variable-variabel penelitian 

dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk mengolah data responden, 
peneliti   akan   menggunakan SEM dengan program AMOS.  hasil penelitian ini adalah 
terdapat hubungan   prositif antara variabel pemberdayaan   dan pengawasan   terhadap 

kualitas layanan pada berbagai institusi pemerintah. 

 

Kata kunci: pemberdayaan, pengawasan, kualitas layanan 

 

 

Abstract 

 

Government apparatur as a pilot of human resources in governmental organizations is 
essential for increasing productivity or progress of the organization in carrying out public 
services. They have empowerment force in improving the quality of employees in the 
spirit of serving the community. Supervision is very important in every good work in 
government and private agencies.  Because the presence of good surveillance work then 
something must be done to run smoothly and to produce an optimal work. This research 
method was an explanatory research that highlights the relationship between the study 
variables to test the hypotheses as formulated in advance and was processed used SEM 
with AMOS program.  The study results showed a relationship between variables   of 
positive correlation of empowerment and monitoring of quality of service in government 
institutions. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Aparatur pemerintah sebagai SDM 

dalam organisasi pemerintahan sangat 

penting bagi peningkatan produktivitas 

atau kemajuan organisasi tersebut 

dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik. Bagaimanapun canggihnya 

sarana dan prasarana suatu organisasi, 

tanpa ditunjang oleh kemampuan SDM, 

niscaya organisasi   tersebut tidak akan 

maju dan berkembang (Yuliani, 2014). 

Dikatakan   demikian   sesungguhnya 

karena pada berbagai sumberdaya, 

dana, sarana dan prasarana adalah 

benda-benda mati yang tidak bermakna 

tanpa dipergunakan dan dimanfaatkan 

oleh manusia. 

Untuk itu diperlukan pemberdayaan 

sebagai sebuah kekuatan dalam 

meningkatkan kualitas semangat 

pegawai dalam melayani masyarakat. 

Dengan pemberdayaan diharap kan 

dapat memotivasi individu untuk 

meningkatkan kinerja dan produktivitas 

yang lebih tinggi (Ellitan, 2004). 

Untuk mendapatkan suatu hasil 

pekerjaan yang baik dan bermutu tinggi 

maka diperlukan pengawasan yang baik. 

Pengawasan adalah kegiatan manajer/ 

pimpinan yang mengusahakan agar 

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan dan 

atau hasil yang dikehendaki. Pada setiap 

instansi pemerintah maupun swasta 

memerlukan pengawasan dari pihak 

pimpinan (Santoso, 2008). Pengawasan 

ini dilakukan oleh   manajer   sebagai   

suatu usaha membanding kan apakah 

yang dilakukan   sesuai   dengan   

rencana yang ditetapkan.  Hal ini berarti 

juga pengawasan merupakan tindakan 

atau kegiatan   pimpinan   yang   

mengusahakan agar pekerjaan 

terlaksana sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan atau hasil kerja yang 

dikehendaki. 

Pengawasan merupakan hal yang 

sangat penting dalam setiap pekerjaan 

baik dalam instansi pemerintah maupun 

swasta (Kaihatu, 2006), dengan adanya 

pengawasan yang baik maka sesuatu   

pekerjaan   akan   dapat berjalan lancar 

dan dapat menghasilkan suatu hasil 

kerja yang optimal. Semakin lancar kerja 

dan disertai pengawasan yang baik 

maka pekerjaan itu akan berhasil 

dengan baik. 

Dengan pengawasan yang baik 

akan mendorong pegawai lebih giat 

dalam bekerja dan menghasilkan kerja 

yang baik pula terlebih apabila 

menyelesaikan pekerjaannya dengan 

semangat yang baik (Mariam, 2009).  

Dalam keadaan demikian jelaslah 

bahwa pengawasan yang efektif sangat 

diperlukan guna meningkatkan disiplin 

kerja pegawai dan menyempurnakan    

tindakan-tindakan yang salah dan 

menyimpang. Peran pimpinan dalam 

melaksanakan pengawasan, menuntut 

agar seorang pegawai mempunyai 

kesadaran disiplin yang tercermin dalam 

sikap patuh dan taat dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab yang telah diberikan kepadanya 

sehingga tercipta suatu prestasi dalam 

bekerja. 

Kualitas pelayanan sangat 

tergantung pada keahlian dan 

kemampuan karyawan untuk 

melaksanakan tugasnya secara efisien 

dan efektif, dan juga adanya komitmen 

karyawan untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan dengan 

memberikan pelayanan yang terbaik 

(Hariandja, 2002). Kualitas pelayanan 

dapat dinilai dari persepsi dan harapan   

pelanggan terhadap pelayanan yang 

diberikan (Barata, 2003). 

Dalam kenyataannya Pelaksanaan 

pelayanan publik masih memiliki 
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beberapa kendala. Kendala-kendala 

tersebut bisa berasal dari diri masyarakat 

sendiri dan bisa juga berasal dari 

pemerintahan. Kendala-kendala tersebut 

antara lain sistem yang terbangun belum 

memberikan ruang yang luas, aman, dan 

memadahi bagi pengembangan       

partisipasi   dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

Selanjutnya masih rendahnya 

kesadaran masyarakat bahwa pelayanan 

publik merupakan bagian dari 

kehidupan social- politiknya yang oleh 

karenanya masyarakat   harus   juga   

terlibat   dalam proses pengambilan 

kebijakan berkaitan dengan pelayanan 

publik.  Masih rendahnya kapasitas atau 

kemampuan masyarakat untuk 

melakukan partisipasi (Sihombing, 

2000). Dalam melakukan partisiapsi 

dalam pelayanan publik dibutuhkan 

keaktifan masyarakat. Partisipasi 

membutuhkan sumber daya manusia 

yang berkualitas karena esensi dari 

partisipasi adalah masyarakat aktif. 

Tanpa masyarakat aktif, ruang 

partisipasi yang sudah terbuka tidak 

akan dapat dimanfaatkan secara optimal 

(Kadarsih, 2008). 

Pelayanan pemerintah tentunya 

dicerminkan oleh kinerja aparaturnya, 

maka dengan demikian      kualitas 

sumberdaya aparatur merupakan hal 

penting yang mampu mempengaruhi 

penyelenggaraan pelayanan publik di 

dalam sebuah organisasi pemerintah. 

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan 

Asang (2012) bahwa kualitas pelayanan 

publik dapat dinilai dengan pendekatan 

makro dan mikro. Kualitas pelayanan 

publik dengan pendekatan mikro menilai 

proses penyelenggaraannya, dimana 

baik tidaknya pelayanan publik 

bergantung pada pengetahuan klien 

tentang prosedur pelayanan dan tingkat 

kepuasan klien terhadap pelayanan yang 

dialami, yang sangat tergantung pada 

kualitas pihak pengelola organisasi 

publik. 

Pengaruh sistem pemberdayaan 

dan pengawasan aparat terhadap 

kualitas layanan pegawai menjadi sangat 

penting untuk dibahas. Hal ini dimaksud 

untuk melihat    apakah    dengan    

sistem pengawasan yang dilakukan 

dapat berpengaruh    terhadap    

peningkatan kualitas layanan pegawai 

pada instansi ini. Pada instansi 

pemerintah ini perlu ditingkatkan 

pengawasan dan pemberdayaan yang 

efektif sehingga disiplin atau etos kerja 

pegawai dapat ditingkatkan untuk 

memacu kualitas layanan pegawai yang 

tinggi. Apabila sistem   pengawasan   

dan pemberdayaan yang dilakukan 

pimpinan efektif, maka semangat kerja 

akan timbul dan para pegawai akan 

bekerja dengan rajin dengan disiplin   

yang   tinggi   dan   bertanggung jawab   

sehingga   kualitas   layanan   kerja dapat 

meningkat dengan sendirinya, yang 

pada akhirnya tujuan dari organisasi 

dapat tercapai. 

 

Rumusan Masalah 

Untuk memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja layanan publik 

dengan rumusan masalah yang akan 

dikaji sebagai berikut: 

a. Apakah pemberdayaan berpengaruh 

terhadap kualitas layanan? 

b. Apakah pengawasan berpengaruh 

terhadap kualitas layanan? 

 
 
B. KAJIAN TEORITIS 
 

Pemberdayaan 
    Pemberdayaan bertujuan menghapus 

hambatan-hambatan sebanyak mungkin 

guna membebaskan organisasi dan 

orang- orang yang bekerja di dalamnya 

melepaskan mereka dari halangan- 

halangan yang memperlambat reaksi 

dan merintangi aksi mereka. 
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Pemberdayaan adalah pemberian 

tanggung jawab dan wewenang dari 

atasan kepada pegawai, yang 

melibatkan adanya sharing informasi 

dan pengetahuan untuk memandu dan 

mengembangkan pegawai dalam 

bertindak sesuai dengan tujuan 

organisasi yang dinayatakan   dalam 

satuan skor sebagai tolok   ukurnya 

(Malayu S.P. Hasibuan,2005). 

Conger  &  Kanungo  (1988) mendefinisikan 

pemberdayaan sebagai sebuah  proses  

meningkatkan   keyakinan diri (self 

efficacy) antara anggota-anggota. 

Pemberdayaan atau empowerment 

adalah membebaskan seseorang dari 

kendali yang kaku dan memberi orang 

tersebut kebebasan    untuk    

bertanggung    jawab terhadap ide-

idenya dan keputusan- keputusannya, 

tindakan-tindakannya. Menurut Sondang 

P. Siagian (2001) dalam 

menyelenggarakan fungsinya para 

anggota organisasi harus berdaya yaitu: 

 

a. Diperlakukan sebagai orang yang 

memiliki   rasa   tanggung   jawab 

yang besar. 

b. Diajak serta dalam pengambilan 

keputusan, bukan hanya yang 

menyangkut pekerjaan dan 

jabatannya akan tetapi juga meliputi 

berbagai kehidupan organisasional 

pada umumnya. 

c.  Melakukan    pekerjaan    yang 

menarik, menantang dengan 

identitas yang jelas. 

d. Adanya kebebasan   bertindak 

menyusun rencana, menentukan 

sasaran, menyusun jadwal 

penyelesaian pekerjaan, menentukan 

sendiri cara penyelesaian masalah 

yang dihadapi. 

e.  Kesempatan      mengembangkan 

potensi yang dimiliki menjadi 

kemampuan aktual operasional yang 

efektif, sehingga kinerja meningkat. 

 
Luthans (2006) mengemukakan bahwa 

pemberdayaan adalah otoritas dalam 

membuat keputusan di area tanggung 

jawab seseorang tanpa meminta 

persetujuan orang lain dan mampu 

membuat keputusan serta memiliki 

kekuasaan untuk diimplementasi kan. 

Dengan diberdayakan nya pegawai akan 

mampu mengoptimalkan 

kemampuannya yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kinerjanya. Variabel 

pemberdayaan memungkinkan pegawai 

sebagai anggota organisasi merasa 

bahwa mereka lebih mampu 

mengerjakan tugas dengan cakap. 

 

Sistem Pengawasan 

Pengawasan bertujuan agar hasil 

pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara 

berdaya guna (efisien) dan berhasil 

guna (efektif), sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Pengawasan adalah kegiatan manajer 

yang mengusahakan agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksana sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan dan atau hasil 

yang dikehendaki (Lubis, 2001). 

Menurut Moekijat, pengawasan adalah 

hal yang dilakukan, artinya hasil 

pekerjaan, menilai   hasil   pekerjaan   

tersebut, dan apabila perlu mengadakan 

tindakan- tindakan perbaikan sehingga 

hasil pekerjaan sesuai dengan rencana 

(Moekijat, 1990).  Sedangkan menurut 

Soewarno Handayaningrat “pengawasan 

dapat diartikan sebagai suatu proses 

untuk menetapkan pekerjaan apa yang 

sudah dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksinya bila perlu dengan 

maksud supaya pekerjaan sesuai dengan 

rencana semula. (Handayaningrat, 

1985). 
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Kualitas Pelayanan 

Menurut (Goetsch, dalam   Hardiansyah, 

2011), kualitas pelayanan adalah 

merupakan kondisi dinamis yang 

berhubungan   dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. 

Pelayanan dikatakan berkualitas atau 

memuaskan bila pelayanan tersebut 

dapat memenuhi      kebutuhan dan 

harapan masyarakatnya.  Apabila 

masyarakat tidak puas terhadap suatu 

pelayanan yang disediakan maka 

pelayanan tersebut dapat dipastikan 

tidak berkualitas atau tidak efisien.  

Selanjutnya Zeithmail (1990) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan    

memiliki    sepuluh    dimensi, yaitu: 

a.  terlihat, terdiri atas fasilitas fisik, 

peralatan, personil dan komunikasi; 

b.  handal, terdiri dari kemampuan unit 

pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan   yang   dijanjikan   dengan 

tepat; 

c. cepat-tanggap, kemauan untuk 

membantu konsumen 

bertanggungjawab terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan; 

d. kompeten, tuntutan yang dimilikinya, 

pengetahuan dan keterampilan yang 

baik oleh aparatur dalam 

memberikan pelayanan; 

e.  ramah, sikap atau perilaku ramah, 

bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau 

melakukan kontak atau hubungan 

pribadi; 

f. terpercaya, sikap jujur dalam setiap 

upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat; 

g. aman, jasa pelayanan yang diberikan 

harus bebas dari berbagai bahaya 

dan resiko; 

h.  akses, terdapat kemudahan untuk 

mengadakan kontak dan 

pendekatan; 

i. komunikasi, kemauan pemberi 

pelayanan untuk mendengarkan 

suara, keinginan atau aspirasi 

pelanggan, sekaligus kesediaan 

untuk sellu menyampaikan informasi 

baru kepada mayarakat, dan 

j.  mengerti-pelanggan, melakukan 

segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan. 

 

Dalam lampiran 3 Keputusan Menpan 

No.63/Kep./M.PAN/7/2003, tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Layanan Publik, layanan publik oleh 

pemerintah dibedakan menjadi tiga 

sebagai berikut: 

a. Kelompok Layanan Administratif, 

yaitu layanan yang menghasilkan 

bentuk dokumen resmi yang 

dibutuhkan oleh publik, misalnya 

status kewarganegaraan, sertifikat 

kompetensi, kepemilikan dan 

penguasaan   terhadap   suatu   

barang, dan sebagainya.   Dokumen-

dokumen ini antara lain: Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), akte pernikahan, 

akte kelahiran, keterangan kematian, 

Buku Pemillikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), 

Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB), paspor, sertifikat 

kepemilikan/penguasaan tanah, dan 

sebagainya. 

b. Kelompok Layanan Barang yaitu 

layanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis yang digunakan oleh 

publik, misalnya jaringan telepon, 

penyediaan tenaga listrik, air bersih, 

dan sebagainya. 

c. Kelompok Layanan Jasa yaitu layanan 

yang menghasilkan berbagai jasa 

yang dibutuhkan oleh publik, 
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misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan 

transportasi, pos, dan sebagainya. 

 

Layanan   publik tersebut   di atas 

merupakan hak masyarakat yang dalam 

pelaksanaannya pada dasarnya 

mengandung prinsip-prinsip: 

kesederhanaan, kejelasan, kepastian 

waktu, akurasi, keamanan, tanggung 

jawab, kelengkapan sarana dan 

prasarana, kemudahan akses, 

kedisplinan, kesopanan dan keramahan, 

dan kenyamanan. Agak berbeda dengan 

rumusan prinsip-prinsip layanan   publik   

tersebut   di   atas, The Charter of 

Fundamental Right of the European 

Union dalam pasal 14 menyatakan 

prinsip-prinsip layanan publik sebagai 

berikut: 

a. Memperoleh      penanganan      

urusan secara tidak memihak, adil, 

dan dalam waktu yang wajar. 

b. Hak untuk didengar sebelum 

tindakan individual apapun yang akan 

merugikan dirinya diputuskan. 

c. Hak atas akses untuk memperoleh 

berkas milik pribadi dengan tetap 

menghormati    kepentingannya yang 

sah atas kerahasisaan dan atas 

kerahasiaan profesionalitasnya. 

d. Kewajiban pihak admisitrasi negara 

untuk memberikan alasan-alasan 

yang mendasari keputusannya. 

e.  Memperoleh ganti rugi yang 

ditimbulkan oleh lembaga atau 

aparatur pemerintah dalam 

menjalankan tugasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitantif dengan tipe 

penelitian penjelasan (eksplanatory) 

yaitu penelitian yang menyoroti 

hubungan antara variabelvariabel 

penelitian dan menguji hipotesa yang 

telah dirumuskan sebelumnya.  Sebagai 

penelitian relasional fokusnya terletak 

pada penjelasan hubungan-hubungan 

antara variabel. Penelitian ini akan 

menyoroti apakah ada pengaruh antara 

kinerja aparat terhadap kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di wilayah 

itu. 

 

Populasi   penelitian   ini   adalah   semua 

warga   di   wilayah   tersebut   yang   

telah berusia 17 tahun keatas, diambil 

sebanyak 95 orang, sedangkan Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

adalah accidental sampling. yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu warga yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dan 

pada saat warga berada pada loket 

pelayanan administrasi kependudukandi 

kantor kecamatan. 

 

Teknik pengumpulan data dengan cara 

Observasi, Interview Guide, Questionere 

dan Dokumentasi. Teknik pengolahan 

data meliputi  editing,  coding  dan  

tabulating 

 serta  dalam  menganalisa  data 

menggunakan analisa kualitatif dan 

kuantitatif. 

Untuk mengolah data responden, 

peneliti akan menggunakan SEM dengan 

program AMOS.  
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Struktural Equation Modeling (SEM) 

merupakan suatu teknik statistik yang 

mampu menganalisis variabel laten, variabel 

teramati, dan kesalahan pengukuran secara 

langsung. SEM mampu menganalisis   

hubungan   antara   variabel laten dengan 

variabel indikatornya, hubungan antara 

variabel laten yang satu dengan variabel 

laten yang lain, dan juga untuk mengetahui 

besarnya kesalahan pengukuran (Wijanto, 

2008) 

 

D. PEMBAHASAN 

 

Uji Model Pengukuran 

Uji model pengukuran adalah menguji 

hubungan antara indikator dengan variabel 

laten.  Digabungkannya pengujian model 

struktural dan pengukuran tersebut 

memungkinkan peneliti untuk menguji 

measurement error sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari SEM serta melakukan 

analisis faktor bersamaan dengan pengujian 

hipotesis. (Bollen, 1989). Pada uji 

measurement model didapat hasil Chi-

square sebesar 180.129, Degrees of freedom 

sebesar 65 dan Probability level sebesar 

,000. Hasil uji measurement dapat dilihat 

pada Gambar 1. Pengujian Evaluasi Model 

Struktural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model struktural di atas menunjukkan chi- square 

sebesar 75.966 dan degree of freedom sebesar 65. 

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa nilai 

CMIN/Df, RMSEA, GFI, TLI, NFI sesuai dengan 

kriteria. Ini artinya model tersebut cukup fit dan 

layak untuk digunakan. 

 

Uji Model Struktural setelah modifikasi 

 

Model struktural adalah hubungan antara 

variabel laten (variabel yang tidak dapat 

diukur secara langsung dan memerlukan 

beberapa indikator untuk mengukurnya) 

independen dan dependen (Bollen, 1989). 

Hasil   dari   uji   struktural   model   dapat 

dilihat dari Gambar 1. 

 

Uji Normalitas Data 

 

Evaluasi normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan nilai critical ratio skewness   

value   sebesar   ±   2,58   pada tingkat 

signifikansi 0,01 (1%). Data dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai critical ratio 

skewness value di bawah ± 2,58 (Ghozali, 

2005). 

Gambar 1.  Pengujian Evaluasi Awal Model Struktural (Sumber: data diolah, penulis, 2015). 
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Gambar 2: Uji Model Struktural (Sumber: data diolah, penulis, 2015). 
 

Tabel 1.  Hasil estimasi normalitas data 

Variable min        max       skew     c.r.          kurtosis     c.r. 
y1.4 

y1.3 

y1.2 

y1.1 

x2.1 

x2.2 

x2.3 

x2.3

_A 

x2.4 

x2.5 

x1.1 

x1.2 

x1.3 

x1.4 

Multivaria

te 

1.000     5.000     -.104     -.463       -.885         -
1.980 

1.000     5.000     .062      .276        -1.022       -

2.225 

1.000     5.000     -.029     -.131       -1.156       -

2.525 

2.000     5.000     .158      .705        -.929         -

2.078 

1.000     5.000     -.302     -1.353     .188           .420 

1.000     5.000     -.114     -.511       -.447         -

1.000 

1.000     5.000     .130      .581        .264           .591 

1.000     5.000     .028      .124        -.575         -

1.286 

1.000     5.000     .069      .307        -.368         -

.824 

1.000     5.000     .283      1.267      -.545         -

1.219 

1.000     5.000     .280      1.254      -.002         -
.004 

1.000     5.000     .441      1.972      -.534         -

1.194 

1.000     5.000     .529      2.367      -.537         -

1.201 

1.000     5.000     -.120     -.537       .779           

1.743 

28.843       

6.464 

 

Sumber: data diolah, penulis (2015) 
 

Berdasarkan hasil perhitungan, semua 

indikator   nilai   critical   ratio   skewness 

value-nya di bawah ± 2,58. Data yang dari 

indikator berdistribusi normal dan layak 

untuk digunakan. 

 

Hasil Uji Goodness - of - fit - Model 

 

Pengujian dengan menggunakan model 

SEM   dilakukan   secara   bertahap. Jika 

belum diperoleh model yang tepat (fit), maka 

model yang diajukan semula perlu direvisi. 

Perlunya revisi dari model SEM muncul dari 

adanya masalah yang muncul dari analisis. 

Masalah yang mungkin muncul adalah 

masalah mengenai ketidakmampuan model 

yang dikembangkan untuk menghasilkan 

estimasi yang unik. Apabila masalah-

masalah tersebut muncul dalam analisis 

SEM, maka    mengindikasikan bahwa 

penelitian tidak mendukung model struktural 

yang dibentuk. Dengan demikian model 
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perlu direvisi dengan mengembangkan teori 

yang ada untuk membentuk model yang 

baru.  

 

Analisis hasil pengolahan data pada tahap 

full model SEM dilakukan dengan 

melakukan uji kesesuaian dan uji statistic. 

Hasil uji goodness-of-fit model dijelaskan 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Goodness-of-fit model 

No Indeks Nilai Kritis Hasil Evaluasi 

Model 

1 Chi-Square Mendekati nol 75.986 Baik 

2 Probability level ≥ 0,05 0.166 Baik 

3 CMIN/DF < 2,00 1.169 Baik 

4 CFI ≥ 0,90 0.991 Baik 

5 RMSEA ≤ 0,08 0.038 Baik 

6 TLI ≥ 0,90 0.987 Baik 

7 GFI ≥ 0,90 0.919 Baik 

8 AGFI ≥ 0,90 0.869 Marjinal 

 

Sumber: Hasil analisis, Penulis (2015) 

 

 

 

 

Analisis uji hipotesis 

 

Kriteria goodness of fit model struktural 

yang diestimasi   dapat   terpenuhi, maka 

tahap selanjutnya adalah analisis terhadap 

hubungan struktural model (pengujian 

hipotesis) seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2 sebelumnya. Hubungan antar 

konstruk dalam hipotesis ditunjukkan oleh 

nilai regression weights (Hair et al, 1998 

dalam   Haryono   dan   Hastjarjo, 2010). 

Untuk menganalisis lebih jelas mengenai 

pengaruh pemberdayaan dan pengawasan 

aparatur    membentuk    kualitas    layanan 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

Table 3. Bobot regresi 

Kualitas_Layanan  Pemberdayaan Aparatur .695 .116 6.003 *** par_14 

Kualitas_Layanan  Pengawasan Aparatur .674 .134 5.040 *** par_15 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

 

Pemberdayaan aparatur dan pengawasan aparatur 
terhadap kualitas layanan 

 

a.  Pengaruh pemberdayaan aparatur 

terhadap kualitas layanan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa pengaruh antara pemberdayaan 
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aparatur dengan kualitas layanan terdapat 

nilai CR sebesar 6.003 (p = ≤ 0,05) maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

terdapat pengaruh yang positif antara 

pemberdayaan aparatur dengan layanan. 

Hipotesis H1, terdapat pengaruh 

pemberdayaan aparatur terhadap kualitas 

layanan diterima, 

 
b.  Pengaruh    pengawasan    aparatur 

terhadap kualitas layanan 

Melalui perhitungan statistik 

menggunakan SEM Amos 21 diketahui 

bahwa pengaruh antara pengawasan 

aparatur terhadap kualitas layanan 

memperoleh nilai CR sebesar 5.040 (p = 

> 0,05), artinya terdapat pengaruh positif 

antara pengawasan aparatur dengan 

kualitas layanan, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Hipotesis H2, terdapat 

pengaruh pengawasan aparatur terhadap 

kualitas layanan diterima. 

 

E. KESIMPULAN 

Pimpinan (pejabat struktural pada hirarki 

manapun) perlu mengungkapkan pendapat 

dan pandangannya dengan jelas dan jujur 

sehingga aparat terdepan yang diberdayakan 

tidak   menduga-duga   apa yang 

dikehendaki, dipikirkan dan di percayai oleh 

pemberdaya dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan 

organisasi. 

 

Proses pemberdayaan yang berhasil sangat 

bergantung pada semakin berkurangnnya 

jarak status social antara pemberdaya dan 

yang diperdayakan. Untuk itu di perkukan 

adanya keterbukaan dalam informasi. 

 

Selain pemberdayaan yang berpengaruh 

pada kualitas layanan adalah adanya 

pengawasan. Pengawasan lebih menekankan 

pada adanya audit ketaatan untuk 

mengetahui apakah pekerjaan yang 

dilakukan oleh bawahan sudah sesuai 

dengan jobdesk mereka. Pengawasan akan 

dapat berjalan dengan baik apa bila: (a) 

Pihak yang diawasi merasa terbantu dan 

dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya 

secara efisien dan efektif; (b) Terciptanya 

suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi 

dan akuntabilitas;(c) Menimbulkan suasana 

saling percaya dalam dan diluar lingkungan 

operasi organisasi; (d) Meningkatkan 

kelancaran operasi organisasi dan (e) 

Mendorong terwujudnya good corporate 

organisasi. 

 

Kualitas pelayanan yang umum diketahui 

adalah Reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty dan tangible. Keandalan 

(reliability), yaitu kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, 

akurat, dan memuaskan. Dengan pelayanan 

yang memuaskan perlu diimbangi dengan 

adanya daya tanggap yang baik. Daya 

tanggap (responsiveness), yaitu keinginan 

para staf untuk membantu para pelanggan 

dan memberikan pelayanan dengan cepat 

dan jaminan (assurance) yang mencakup 

pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, 

bebas dari bahaya, resiko, atau keragu-

raguan. Serta empati (empathy), meliputi 

kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik perhatian pribadi dan 

memahami kebutuhan para pelanggan. 

Kemudian perlu diimbangi lagi dengan bukti 

langsung (tangible) meliputi fasilitas fisik, 

kelengkapan dan ketersediaan barang. 

Keterkaitan yang terjadi antara kualitas 

pelayanan ini sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 

 

Saran 

 

Sedangkan untuk variabel keandalan, daya 

tanggap, jaminan serta empati perlu 

ditingkatkan terutama dalam hal keluhan 

pelanggan mengenai kebutuhannya agar para 

pelanggan mendapatkan kepuasan.  

 

Perlu mengembangkan keterbukaan 

komunikasi   karena   dengan   komunikasi 

yang baik hubungan inter-personal maupun 

hubungan social akan semakin membaik, 

bahkan kemampuan komunikasi akan 
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mengurangi kesalahan dalam bekerja, serta 

merupakan kunci peningkatan karir. 
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